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Kedudukan Pacalang Dalam Pengembangan Model Penyelenggaraan Sistem 
Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Bali. Penelitian ini berfokus pada tiga 
masalah, yakni : Bagaimana Pengaturan Pacalang dalam Penyelenggaraan Sistem 
Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Provinsi Bali,  Bagaimana Pacalang 
mampu berperan secara efektif dalam  Penyelenggaraan Sistem Keamanan dan 
Ketertiban Masyarakat di Provinsi Bali, Bagaimanakah Kedudukan yang idial 
Pacalang dalam Pengembangan Model Penyelenggaraan Sitem Keamanan dan 
Ketertiban Nasional yang Berbasis kearifan Lokal  ke Depan. Berkenaan dengan 
Fokus permasalahan yang hendak ditelaah, beserta tujuan yang ingin diwujudkan 
pada riset ini yakni: Guna mengkaji dan menganalisis tata aturan Pecalang dalam 
penyelenggaraan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat Bali, untuk mengkaji 
dan menganalisis peran Pacalang terhadap penyelenggaraan keamanan dan 
ketertiban masyarakat di provinsi Bali, untuk mengkaji dan menganalisisi 
kedudukan Pacalang dalam pengembangan model penyelenggaraan sistem 
keamanan dan ketertiban nasional yang berbasis kearifan lokal di Indonesia ke 
depan. Penelitian ini dilakukan di Desa Adat di Kabupaten Badung dan Kota Madya 
Denpasar di Provinsi Bali. Di tetapkannya Badung dan Kota Madya Denpasar 
sebagai daerah penelitian mewakili delapan Kabupaten dan satu Kota Madya 
karena kedua daerah tersebut perkembangan tugas dan funsgsi Pacalang sangat 
pesat, serta perannya dewasa ini mulai ke ranah publik. Metode pengumpulan data 
dari responden dan informan dengan melakukan wawancara mendalam (in-depth 
interview), observasi partisipatoris. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan 
bahwa pengaturan tugas, funsgi dan wewenang Pacalang dalam melaksanakan 
tugas belum secara jelas diatur dalam kebijakan peraturan nasional dan Kedudukan 
Pacalang dalam kontek ketatanegaraan dengan sistem pemerintahan Desa Adat di 
Bali berada di bawah Bandesa Adat langsung. 
 
Kata Kunci: Kedudukan Pacalang, Model, Sistem Keamanan dan ketertiban. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
xiv

 

Pacalang's Position in the Development of the Balinese Public Order and Security 
System Implementation Model. This research focuses on three problems, namely: 
How is Pacalang arranged in the Implementation of the Security and Public Order 
System in Bali Province, How is Pacalang able to play an effective role in the 
Implementation of the Security and Public Order System in Bali Province, What is 
the ideal position of Pacalang in the Development of the System Implementation 
Model National Security and Order Based on Local Wisdom in the Future. With 
regard to the focus of the problem to be studied, along with the objectives to be 
realized in this research, namely: To study and analyze the rules of Pecalang in the 
implementation of the security and public order system in Bali, to study and analyze 
the role of Pacalang in the implementation of security and public order in the 
province of Bali, to study and analyze Pacalang's position in developing a model 
for implementing a national security and order system based on local wisdom in 
Indonesia in the future. This research was conducted in Traditional Villages in 
Badung Regency and Denpasar Municipality in Bali Province. Badung and the 
Municipality of Denpasar were designated as research areas representing eight 
regencies and one municipality because these two regions are developing 
Pacalang's duties and functions very rapidly, and its role is now starting to enter the 
public domain. The method of collecting data from respondents and information is 
by conducting in-depth interviews, participatory observation. The findings in this 
research indicate that the regulation of Pacalang's duties, functions and authority in 
carrying out its duties has not been clearly regulated in national regulatory policies 
and Pacalang's position in the constitutional context of the Traditional Village 
government system in Bali is directly under the Traditional Village Headquarters. 
 
Keywords: Pacalang position, model, security system and order. 
 
 
 
 


